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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian dan
rendahnya kesiapan sebagian pasangan dalam membangun rumah tangga yang
harmonis, sehingga diperlukan upaya sistematis dalam menyiapkan pasangan
yang berkualitas sebelum menikah. Kehadiran Bimbingan Perkawinan (Bimwin)
yang diwajibkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 5
menjadi instrumen penting dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman
tentang hak dan kewajiban, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, serta nilai-
nilai keagamaan. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo
memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana upaya program bimbingan
perkawinan oleh KUA Mojo dalam menyiapkan pasangan yang berkualitas di
wilayah Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri; dan (2) bagaimana tinjauan Magasid
al-Syari’ah dan PMA No. 30 Tahun 2024 terhadap upaya tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan kualitatif dan menggunakan metode normatif-empiris. Pendekatan
normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam, khususnya fikih
munakahat dan konsep Magqasid al-Syari’ah, serta regulasi dalam PMA No. 30
Tahun 2024. Pendekatan empiris dilakukan melalui observasi, wawancara dengan
Kepala KUA dan penghulu, serta dokumentasi pelaksanaan Bimwin di KUA
Mojo. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data lapangan,
sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur
hukum Islam, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait bimbingan perkawinan.
Analisis data dilakukan secara deduktif dengan menguraikan ketentuan umum
kemudian diaplikasikan pada fakta lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Mojo melaksanakan program
Bimwin melalui-tiga mekanisme, yaitu Bimwin gabungan; Bimwin mandiri, dan
Bimwin Individu. Bimwin mandiri dilakukan hanya'oleh‘pihak KUA dengan
materi dasar seputar keluarga sakinah dan:manajemen konflik, sedangkan Bimwin
gabungan dilaksanakan secara kolektif dengan melibatkan pihak KUA dan tenaga
kesehatan dari puskesmas dengan materi yang lebih komprehensif, termasuk
kesehatan reproduksi dan kesiapan psikologis. Secara normatif, pelaksanaan
tersebut telah sejalan dengan ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024 Pasal 5.

Pemberian saran agar KUA Mojo terus meningkatkan kualitas materi,
metode, dan media Bimwin, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna
mengoptimalkan pembinaan calon pengantin. Pemerintah juga perlu memberikan
dukungan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas
pendukung agar implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 berjalan lebih efektif.
Selain itu, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap
urgensi Bimwin sebagai investasi awal dalam membentuk keluarga yang harmonis
dan berkualitas.
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